Korups Dana Desa, Mantan Kades Diseret Ke Pengadilan Tipikor

http://rri.co.id

Dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ahmadi SH, dari Kejaksaan Negeri
(Kgari) Balangan, mantan kades, ini didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau
suatu korporasi, dengan ‘menyunat’ uang negara.

Disebutkan jaksa, berdasarkan audit dari BPKP Provins Kalsel, akibat perbuatannya
negara dirugikan sebesar Rp206.419.342. Perbuatan terdakwa sendiri, dilakukan dengan cara
membuat beberapa laporan fiktif. Di antaranya, penghasilan perangkat desa dan BPD, dengan
total sebesar Rp9 juta. Kemudian, penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp13.600.000,
penyimpangan belanja pegawai honor, yakni Hansip berupa pertanggungjawaban fiktif sebesar
Rp31.500.000. Lalu, penyimpangan belanja modal pembangunan jembatan ulin sebesar
Rp26.780.000, yang terdiri belanja fiktif pemeliharaan jembatan senilai Rp15.000.000, serta
‘mark up’ pembangunan jembatan ulin di RT 03 sebesar Rp11.780.000, serta beberapa kegiatan
fiktif lainnya.

Desa Pulatan sendiri pada tahun 2016 mendapatkan APBDes sebesar Rp1.004.334.500,
dengan rincian Dana Desa' sebesar Rp588.650.000, Alokasi Dana Desa Rp412.501.500, serta
bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp3.563.100.

Atas perbuatan terdakwa, JPU menjerat mantan kades dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau
Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Atas dakwaan jaksa, mantan Kades Pulantan, yang di dampingi penasihat hukumnya,
Ernawati SH MH, justru menyatakan tidak akan melakukan eksepsi atau keberatan.
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Catatan:

& Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pasal 18

(1) Sedlain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, sebagai pidanatambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang
tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh
Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jikaterpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunya harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka
dipidana dengan pidana penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum
dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
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& Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Pasal 2
Ayat (1)
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Ayat (2)
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 3
Ayat (1)
Kepaa Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
Ayat (2)
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal
kewenangan:
menetapkan kebijakan tentang pel aksanaan APBDesg;
. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

a
b
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengel uaran atas beban APB Desg;
d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.

Pasal 9
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Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Adli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-lain

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas
jenis:

Dana Desg;

Bagian dari Hasil Pgjak Daerah Kabupaten/K ota dan Retribusi Daerah;

Alokasi Dana Desa (ADD);

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/K ota.
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i Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

" Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
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